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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indoene esia adalah neegara hukum, de emikian diteegaskan dalam Pasal 1 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 1945. Maka seeluruh tata keehidupan masyarakat, 

be erbangsa dan beerne egara di Indoene esia harus be erpeedoeman pada noerma-noerma 

hukum. Hukum dibuat untuk ke epe entingan manusia agar hidup se ejahteera yang 

didasarkan pada rasa keeadilan. Salah satu pe erwujudan dari noerma hukum teerse ebut 

adalah adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dite egakkan 

Hukum acara pidana seendiri meenganggap bahwa peembuktian meerupakan 

bagian yang sangat e ese ensial untuk me eneentukan nasib seese eoerang te erdakwa. 

Be ersalah atau tidak seeoerang te erdakwa seebagaimana yang didakwakan dalam surat 

dakwaan. Dalam peerke embangan hukum di Indoene esia, proese es pe embuktian pidana 

meerupakan inti poekoek pe ersidangan peerkara pidana yang ada dalam sisteem 

pe eradilan umum di Indoene esia untuk meencari keebe enaran mateeriil.
1
 Dalam hukum 

acara pidana, peembuktian meemeegang pe eranan yang sangat pe enting, se ehingga pada 

hakikatnya pe embuktian dimulai seejak dikeetahui adanya pe eristiwa hukum. 

Pe embuktian meenurut Undang-Undang se ecara Poesitif beerpe edoeman pada prinsip 

pe embuktian deengan alat- alat bukti yang sudah diteentukan oeleeh Undang-Undang. 

Hukum Acara adalah rangkaian peeraturan-pe eraturan yang me emuat 

bagaimana badan-badan peeme erintahan yang be erkuasa atau peene egak hukum, di 

antaranya yaitu Ke epoelisian, Ke ejaksaan, Ke ehakiman, dan Peengadilan yang harus 
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be ertindak untuk meencapai tujuan neegara de engan me engadakan hukum pidana.
2
  

Hukum acara pidana di Indoeneesia meenganut sisteem peembuktian beerdasarkan 

Undang-Undang seecara neegatif, de engan didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, dimana isinya be erbunyi bahwa hakim tidak boeleeh 

meenjatuhkan pidana keepada se ese eoerang ke ecuali apabila deengan se ekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia meempe eroeleeh keeyakinan bahwa suatu 

tindakan pidana beenar-be enar teerjadi dan bahwa teerdakwalah yang be ersalah 

meelakukannya. 

Bahwa meenurut Pasal 183 KUHAP hakim meemutus peerkara pidana apabila 

didukung dua alat bukti dan meempeeroeleeh keeyakinan bahwa suatu tindak pidana 

be enar-be enar teerjadi dan teerdakwalah yang be ersalah meelakukannya. Hakim 

meempunyai ke ebeebasan dalam meenye esuaikan seetiap masalah dalam peerkara di 

pe engadilan. Dalam undang-undang hakim dituntut untuk tidak subjeektif. Hakim 

dalam meengadili suatu peerkara harus me enceerminkan rasa keeadilan masyarakat 

bukan untuk rasa keeadilan bagi dirinya se endiri. 

Untuk meempeeroeleeh suatu keebe enaran teerhadap suatu peeristiwa dipeerlukan 

suatu proese es ke egiatan yang siste ematis de engan me enggunakan pe emikiran yang layak 

dan rasioenal. Ke egiatan peembuktian dalam hukum acara pidana diharapkan dapat 

meempe eroeleeh keebeenaran yang masih dalam batasan-batasan yuridis, bukan dalam 

batasan yang mutlak kareena ke ebeenaran yang mutlak sukar dipeeroeleeh.
3
 

Hukum acara pidana dikeenal adanya meekanismee pe embuktian yang dapat 

diartikan seebagai suatu upaya untuk meendapatkan keeteerangan-ke eteerangan me elalui 
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alat-alat bukti dan barang bukti untuk meempe eroeleeh suatu keeyakinan atas beenar 

atau tidaknya pe erbuatan pidana yang didakwakan seerta dapat meenge etahui ada 

tidaknya ke esalahan pada diri teerdakwa. Dalam siste em peeradilan pidana juga  

meenganut dan me ene ekankan peembuktian se ebagai suatu hal yang e eksiste ensinya 

meerujuk pada keebeenaran foermil dan mateeril dari suatu peerkara pidana. 

Siste em peeradilan pidana meeneekankan hakim untuk meelakukan peeneega ekan 

hukum yang be erke eadilan diantara dua pihak de engan tidak lupa meempe erhatikan 

nilai dan noerma yang hidup di masyarakat, seehingga ke etika suatu pe erkara pidana 

be elum meene emukan titik teerang bagi ke edua beelah pihak. Hakim haruslah 

meelakukan peene emuan hukum baik deengan me elihat alat bukti, saksi, saksi ahli, dan 

ke eteerangan ke edua beelah pihak dan tidak teerleepas hakim meemiliki keeke euasan 

pre eoegratif yaitu meenghadirkan pihak yang me emang di rasa peerlu untuk di deengar 

ke eteerangnnya yaitu se eoerang Amicus Curiae e. 

Hakim tidak boeleeh me enoelak untuk meengadili peerkara yang tidak me emiliki 

dasar hukum atau peengaturan hukumnya je elas. Hal te erse ebut se esuai deengan Pasal 

10 ayat (1) Undang-Undang Noemoer 48 Tahun 2009 teentang Ke ekuasaan 

Ke ehakiman. Seerta dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa “hakim dan hakim 

koenstitusi wajib meenggali, meengikuti dan me emahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keeadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ke etika ada suatu peerkara yang kurang 

jeelas, maka hakim meempunyai ke ewajiban untuk meempeerjeelas de engan meenciptakan 

hukum baru yang se eadil-adilnya. 

Amicus Curiae e be elum diatur seecara jeelas di Indoeneesia, namun dasar hukum 

diteerimanya koense ep Amicus Curiae e di Indoene esia adalah meengacu pada Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Noemoer 4 Tahun 2009  Jo Undang-Undang Nomor 48 
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Teentang Ke ekuasaan Ke ehakiman. Pasal ini meenjadi alasan bagi hakim untuk 

meenge etahui ke ekuatan peembuktian. Pada Pe eraturan Mahkamah Koenstitusi Noemoer 

06/PMK/2005 te entang Pe edoeman Be eracara dalam Peerkara Peengujian Undang-

Undang Pasal 14 ayat (4) dinyatakan bahwa pihak teerkait yang be erke epeentingan 

tidak langsung yaitu:
4
 

a. Pihak yang kare ena keedudukan, tugas poekoek, dan fungsinya pe erlu dide engar 

ke eteerangannya; atau 

b. Pihak yang pe erlu dide engar ke ete erangannya seebagai ad infoermandum, yaitu 

pihak yang hak dan / atau keewe enangannya tidak se ecara langsung 

teerpe engaruh oeleeh poekoek peermoehoenan teetapi kareena keepeeduliannya yang 

tinggal te erhadap peermoehoenan yang dimaksud. 

 Peeradilan pidana beelum meengatur seecara jeelas dimana leetak dan keedudukan 

Amicus Curiae e, seerta peeran dan fungsinya seehingga keetika Amicus Curiae e diajukan 

oeleeh hakim, seeoerang Amicus Curiae e dalam meembeerikan keeteerangannya di dalam 

peengadilan keeteerangan teerseebut bisa dijadikan seebagai salah satu alat yang bisa 

meenyakinkan hakim dan hal inilah yang beelum diatur seecara jeelas di dalam sisteem 

peeradilan pidana dan juga batasan yang dibeerikan beelumlah jeelas adanya. 

Hadirnya Amicus Curiae e dalam peeradilan pidana meerupakan salah satu bukti 

peerkeembangan dalam sub-sisteem dalam sisteem peeradilan pidana teetapi, jika suatu 

subsisteem tidak teerinteegrasi satu sama lain baik dari keepoelisian, advoekat, keejaksaan 

dan peengadilan maka, akan teerjadi suatu keetiadaan hubungan antara fungsioenal dan 

subsisteem di dalam sisteem peeradilan pidana seehingga eefeektifitas yang kita harapkan 
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tidak teercapai dalam sisteem peeradilan pidana itu seendiri.
5
 

Teerinteegrasinya subsisteem peeradilan  pidana deengan hadirnya koenseep Amicus 

Curiae e  ini meerupakan hal yang sangat peerlu dipandang seebagai hal yang peenting 

dikareenakan proesees sisteem peeradilan pidana yang akan dijalankan nantinya bisa 

seesuai deengan peeneegakan hukum beerjalan tanpa meengabaikan dasar hukum,  nilai 

dan noerma yang ada di masyarakat, seehingga hakim nantinya tidak meemiliki beeban 

moeral seeteelah meemtutuskan suatu peerkara di peengadilan. 

Praktik Amicus Curiae e ini seebe enarnya sudah lazim dipakai di neegara yang 

meenggunakan siste em coemmoen law dan bukan sisteem civil law yang dianut oele eh 

Ne egara Indoene esia
6
, namun bukan beerarti prkatik ini tidak peernah diteerapkan atau 

dipraktikkan di Indoene esia. De engan de emikian, dalam peeradilan pidana  Indoene esia, 

Amicus Curiae e be elum diatur seecara je elas, namun dasar hukum diteerimanya 

koense ep Amicus Curiae e di Indoene esia adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Noemoer 4 Tahun 2009 teentang Ke ekuasaan Ke ehakiman.Peeradilan pidana meenganut 

be ebeerapa asas dari sisteem coemmoen law yaitu preesumptioen oef innoeceencee (praduga 

tidak beersalah), seehingga wajar saja apabila praktik Amicus Curiae e digunakan 

dalam peerkara pidana yang ada. Pe eradilan pidana di bawah Mahkamah Agung 

tidak meemiliki aturan teentang Amicus Curiae e 

Be erdasarkan uraian di atas, maka peenulis teertarik untuk meempeelajari, meemahami, 

dan meeneeliti seecara leebih meendalam me enge enai “Kedudukan Amicus Curiae 

Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. 
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B. Rumusan Masalah 

Be erdasarkan uraian latar beelakang diatas, maka yang me enjadi rumusan 

masalah dalam peeneelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Ke edudukan Amicus Curiae e dalam Sisteem Pe eradilan 

Pidana di Indoeneesia? 

2. Bagaimana Peeran Amicus Curiae e dalam Sisteem Peeradilan Pidana di 

Indoene esia? 

C. Tujuan Penelitian 

Beerdasarkan Peembahasan yang teelah di uraiakan di atas, maka tujuan 

peeneelitiannya adalah: 

1. Untuk Me enge etahui dan Meenjeelaskan ke edudukan Amicus Curiae e dalam 

Siste em Peeradilan Pidana di Indoene ensia. 

2. Untuk Meenge etahui dan Me enjeelaskan Pe eran Amicus Curiae e dalam Sisteem 

Pe eradilan Pidana di Indoeneesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Be erdasarkan tujuan di atas, maka teerdapat manfaat yang di harapkan dalam 

pe eneelitian ini adalah seebagai be erikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Beerdasarkan tulisan yang meembahas teentang masalah-masalah yang akan 

dibahas, maka akan meembuat peembaca meendapatkan ilmu seerta peengeetahuan 

teentang Peeran Amicus Curiae e dalam sisteem peeradilan  pidana di Indoeneesia, 

deengan adanya peembahasan yang dilakukan atas masalah yang ada diharapkan 

peembaca teertarik untuk meengeetahui peeran Amicus Curiae e dalam sisteem peeradilan 

pidana yang mana agar tidak teerjadi keekeeliruan antara saksi ahli dan Amicus 
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Curiae e itu seendiri seehingga tidak teerjadi peembuktian yang salah dalam peeradilan. 

2. Manfaat Praktis 

 Beerdasarkan tulisan ini diharapkan dapat meenjadi masukan dan 

meembeerikan peengeetahuan baik bagi  peenulis dan para peembaca khususnya para 

mahasiswa hukum lainnya yang beelum meengeetahui keedudukan Amicus Curiae e 

dalam Sisteem Peeradilan Pidana di Indoeneesia seerta beelum meengeetahui Peeran 

Amicus Curiae e dalam Sisteem Peeradilan Pidana. Dan juga tulisan ini dapat 

digunakan seebagai kajian Akadeemis bagi para Alumni/Mahasiswa hukum dalam 

meenambah wawasan dan peengeetahuan hukum teentang Keedudukan Amicus Curiae e 

dalam Sisteem Peeradilan Pidana di Indoeneesia. 

E. Penelitian Terdahulu  

De emi meenghindari ke esaman judul dalam pe ene elitian ini, peenulis te elah 

meelakukan peeneelusuran studi kasus teerdahulu yang be erkaitan deengan pe eneelitian 

ini. Peene elitian teerseebut seebagai be erikut: 

1. Re eza Bago ee es Widiyanto eroe, de engan judul “ Pe eranan  Amicus Curiae e pada 

proee es peembuktian dalam sisteem peeradilan pidan di Indo eneensia”. Hasil 

pe eneelitian meenyatakan bahwssanya  Amicus Curiae e disini adalah untuk 

meele engkapi info ermasi yang dibutuhkan o ele eh hakim, seebagai mae eri bau 

dalam meene emukan peetunjuk untuk me eleengkapi alat bukti se ebagai pe eleengkap 

untuk meembeentuk ke eyakinnya dalam meemutus suatu peerkara. Pada dasarnya 

ke eadilan yang harus diciptakan oeleeh hakim bukanlah suatu pilihan 

bagaimana koembinansi antara meengutamakan  ke ebe enaran foermil atau mateeril 

teetapi meerupakan suatu keeabsahan anatar ke eduanya
7
. Adapaun pe enulis akan 
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meelakukan peeneelitian yang be erbeeda deengan Re eza Bagoee es Widianto eroe. 

Dimana leetak peerbeedaan pada pe enulis me elakukan peeneelitian teerhadap 

ke edudukan Amicus Curiae e dalam siste em peeradilan Pidana seerta peeran 

Amicus Curiae e dalam sisteem peeradilan pidana di Indo ene esia. 

2. Muhammad Syafari Lubis, de engan judul “ Analisis Yuridis Pe eran Amicus 

Curiae e dalam Sisteem Pe eradilan Pidana di Indo ee ensia pada Pe engadilan Ne ege eri 

Me edan Studi Putusan Noe.1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo e Putusan 

Noe.784/Pid/2018/PT.Mdn. Hasil dari Skripsi me enyatakan bahwasanya 

Amicus Curiae e dalam peerkara di Peengadilan Neege eri Me edan seebagai pihak 

yang me eleengkapi keete erangan para pihak yang be erpe erkara, amicus curisee 

diajukan oele eh hakim seebagai beentuk me embeerikan oepini/ peendapat pada 

pe erkara di Peengadilan Ne ege eri Me edan de engan Putusan 

Noe.1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo e Putusan No e.784/Pid/2018/PT.Mdn. 

8
Adapun pe enulis akan meelakukan peeneelitian skripsi yang be erbeeda deengan 

Muhammad Syafari Lubis. Dimana leetak peerbeedaannya pe enulis akan 

meengkaji se ecara keedudukan Amicus Curiae e se ecara umum dalam siste em 

pe eradilan pidana deengan tanpa studi kasus putusan Hakim se erta peenulis akan 

meelakukan peeneelitian batas Amicus Curiae e dalam peeradilan pidana seecara 

umum. 

3. Nia Juniati Ma’ruf, deengan judul “Ke edudukan Amicus Curiae e dalam 

Pe enye ele esaian Tindak Pidana Pe ence emaran Nama Baik di Pe engadilan (Studi 

Kasus Putusan No emoer1269/Pid.B/2009/PN.Tng). Hasil dari Pe ene elitian 
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Skripsi me enyatakan bahwa Amicus Curiae e adalah alat hakim untuk 

meenggali nilai-nilai hukum dalam beentuk partisipasi dan tidak te erikat dalam 

pe erkara pidana peence emaran nama baik di pe engadilan, seerta keeteerangan yang 

dibeerikan oeleeh Amicus Curiae e bisa meenjadi peertimbangan hakim apabila 

hakim beelum meerasa teercukupi oele eh keeteerangan saksi dan ahli didalam 

pe ersidangan peence emaran nama baik
9
. Dimana leetak peerbe edaannya pe enulisan 

akan meengkaji Amicus Curiae e tidak beerfoekus pada tindak pidana teetapi di 

dalam sisteem peeradilan pidana itu se endiri se erta peenulis akan meengkaji 

Amicus Curiae e se ecara keedudukan di dalam peengadilan tanpa meelalui studi 

putusan peengadilan. 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Sejarah Amicus Curiae  

Amicus Curiae e atau dapat diseebut juga de engan “Frie end Oef Coeurt” atau 

sahabat peengadilan, adalah masukan dari individu maupun o erganisasi yang bukan 

be ertindak seebagai pihak dalam pe erkara tapi meenaruh peerhatian atau 

be erkeepe entingan teerhadap suatu kasus.
10

 Ke etika yang me enjadi Amicus Curiae e leebih 

dari satu oerang atau dilakukan o eleeh se eke eloempoek oerang, maka pe enye ebutannya 

se ebagai Amicus Curiae e, se edangkan pe engajuan diseebut se ebagai Amici(s).
11

  

Pe enggunaan Amicus Curiae e dapat digunakan o eleeh hakim se ebagai bahan untuk 

meeme eriksa, meempeertimbangkan se erta meemutuskan peerkara. 
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11

Siti Aminah, Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief, The Indonesia 
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Praktik yang me elibatkan Amicus Curiae e be erasal dari hukum Roemawi seejak 

abad kee-9. Awalnya praktik ini mulai di ne ege eri-ne ege eri de engan siste em Coemmo en 

Law, khususnya di Pe engadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus be esar dan 

pe enting. Be elakangan Amicus Curiae e te elah  diatur oele eh ne egara-ne egara de engan 

siste em civil law.
12

 Pada awal mula Amicus Curiae e ini digunakan pada ne egara-

ne egara  yang me enganut siste em hukum coemmoen law, se etiap oerang yang hadir di 

pe engadilan dapat meengajukan dirinya se ebagai Amicus Curiae e untuk me embeeri 

nase ehat dan/atau masukan keepada peengadilan teerkait deengan pe erkara yang se edang 

dipeeriksa. Praktik seepe erti itu pada keenyataannya diteerima oeleeh hukum yang 

be erlaku pada saat itu. 

Pada abad kee tujuh be elas dan de elapan be elas, partisipasi dari pada Amicus 

Curiae e se emakin beerkeembang, hal teerseebut banyak te ereekam dalam All Eengland 

Reepoerts.
13

 Pada tahun 1686, teerlihat Amicus Curiae e ini muncul pada seebuah kasus 

yang bisa dibilang unik pada waktu itu yang te erkeenal de engan nama Case e oef 

Hoertoen and Rue esby. Keetika kasus ini se edang be erlangsung pe eme eriksaannya di 

pe engadilan, seeoerang anggoeta parleemeen yang be ernama Ge eoergee Tre eby hadir di 

pe engadilan untuk meembeerikan peenjeelasan dan peenceerahan teerkait deengan maksud 

dari pada peembuatan undang-undang yang me enjadi peermasalah dari kasus 

teerseebut. 

Me emasuki abad kee-dua puluh, Amicus Curiae e baru me endapatkan teempat 

dan meemainkan peeran yang cukup pe enting pada kasus-kasus be esar dalam seejarah 

hukum Ame erika Se erikat, khususnya pada kasus-kasus te erkait deengan Hak Asasi 
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Soetanto Soepiadhhy, Undang-Undang Dasar 45 Kekosongan Politik Hukum Makro, 

Kepel Press, Jakarta, 2004, hlm. 68. 
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Manusia dan Abo ersi. Bahkan be erdasarkan pe eneelitian yang dilakukan o eleeh se ebuah 

leembaga di Ame erika Se erikat pada tahun 1998, Amicus Curiae e teelah meenunjukkan 

pe eranannya le ebih dari 90% kasus yang ditangani o eleeh pe engadilan dibawah Uniteed 

Statees Supre eme e Coeurt ( Mahkamah Agung Ame erika Se erikat).
14

 

Koense ep  diteerimanya Amicus Curiae e dalam peeraturan peerundang-undangan 

indoeneesia ialah teelah di jeelaskan dalan Undang-Undang Noemoer 48 Tahun 2009 

teentang Ke ekuasaan Ke ehakiman
15

 yaitu pada Pasal 5 ayat (1) yang me enye ebutkan 

“Hakim dan Hakim Ko enstitusi wajib me enggali dan meengikuti dan meemahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keeadilan yang hidup di masyarakat”. Pasal inilah yang 

meenjadi diteerimanya ko enseep Amicus Curiae e di neegara Indoene esia yang me enganut 

siste em civil law. 

Hakim dapat meenggunakan info ermasi dan keese empatan seeluas-luasnya bagi 

para pihak yang me erasa me emiliki keepe entingan de engan suatu kasus. Amicus 

Curiae e ini beerbeeda deengan pihak dalam inte erve ensi kare ena Amicus Curiae e tidak 

be ertindak seebagai pihak yang be erpeerkara, teetapi meenaruh pe erhatian teerhadap suatu 

kasus se ecara khusus. Biasanya hakim di ne egara-ne egara yang sudah me engakui 

de engan me engakoemoedir Amicus Curiae e atau peengadilan-pe engadilan inteernasioenal 

yang be erkaitan deengan pe elanggaran Hak Asasi Manusia di dalam meembuat 

putusannya se elalu meempeertimbangkan dan meenilai Amicus Curiae e.  

Pe elaksanaan Amicus Curiae e biasanya digunakan untuk kasus-kasus dalam 

proese es banding dan isu-isu ke epe entingan umum, se epe erti masalah so esial atau 

ke ebeebasan sipil yang se edang dipe erdeebatkan. Se ehingga putusan hakimnya akan 

meemiliki dampak yang luas te erhadap hak-hak masyarakat. Teerdapat tiga kateegoeri 

                                                     
14

 Ibid. 
15

 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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Amicus Curiae e yaitu:
16

 

1. Me engajukan ijin/peermoehoenan untuk meenjadi pihak yang be erkeepe entingan 

dalam peersidangan; 

2. Me embeerikan peendapat atas peermintaan hakim, atau; 

3. Me embeerikan infoermasi atau peendapat atas pe erkaranya se endiri. 

Amicus Curiae e adalah beentuk dari eeksaminasi publik te erhadap peengadilan, 

ada beebe erapa tujuan dari eeksaminasi publik seendiri diantaranya, meelakukan 

analisis teerhadap peertimbangan hukum, meendoeroeng inte egritas pe eneegakan hukum 

kareena Amicus Curiae e adalah peerseepsi publik, eese ensi dari adanya Amicus Curiae e 

adalah untuk meenggali poeteensi nilai ke eadilan yang hidup dalam pandangan 

masyarakat umum, hal ini me emuginkan munculnya putusan yang dapat dianggap 

adil oeleeh masyarakat umum. 

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 180 

ayat (1) Undang-Undang Noe.8 Tahun 1981 Te entang Hukum Acara Pidana
17

 

meenyatakan “Dalam Hal dipe erlukan untuk meenje ernihkan duduknya peersoealan 

yang timbul di sidang pe engadilan, hakim keetua sidang dapat me eminta ke eteerangan 

ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru o eleeh yang beerke epeentingan”. 

Me erujuk pada Hal teerseebut, koense ep dan prkatik Amicus Curiae e sudah di teerima di 

Indoene esia khusunya dalam kasus/ pe erkara pidana. 

2. Pengertian Amicus Curiae  

Pe enge ertian pada Amicus Curiae e, se ecara ko enkrit dalam peeraturan peerundang-

undangan di Indoeneesia meemang beelum ada, kareena pada hakikatnya Amicus 

Curiae e ini beelum meempunyai dasar hukum dalam pe embeerlakuannya di Indo ene esia. 

                                                     
 

16
 Ibid. 

17
 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
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Pe enge ertian Amicus Curiae e itu seendiri dapat kita teemui dalam beerbagai kamus 

hukum yang ada di dunia, dan juga beerdasarkan beebeerapa peendapat para ilmu 

hukum: 

1. Black’s Law Dictioenary meembeerikan peengeertian dari pada Amicus Curiae e 

itu adalah “a pe ersoen whoe noet a party to e a lawsuit, but who e pe etitioens the e 

coeurt oer is re eque esteed by thee coeurt toe filee a brieef in thee actioen beecause e that 

pe ersoen has a stro eng inteere est in subjeect matteer”
18

. Yang be erarti adalah 

“oerang yang tidak teermasuk kee dalam peerkara, namun  meemoehoen peengadilan 

atau diminta peengadilan untuk meembe erikan pe endapat teertulis (Amicus Brieef) 

ke edalam peerkara yang se edang be erjalan dikareenakan oerang te erseebut meemiliki 

ke epeentingan di dalam poekoek masalah yang se edang be erjalan dalam kasus 

teerseebut”. 

2. Mirriam We ebste er Dictioenary, bahwa yang dimaksud deengan Amicus Curiae e 

itu adalah “oenee (such as a proefe essioenal peersoen oer oerganizatioen) that is noet a 

party toe a particular litigatioen, but that is peermitteed by thee coeurt toe advisee it 

ini re espe ect toe soemee matte er oef law that dire ectly affeect thee case e ini que estioen”
19

. 

Yang artinya “ satu (oerang proefe esioenal atau oerganisasi) yang tidak teermasuk 

didalam salah satu pihak dalam seebuah pe erkara di peersidangan, te etapi 

dipeerboele ehkan oeleeh pe engadilan untuk meembeerikan  masukan  keepadanya 

pe erihal hukum yang be erkaitan deengan kasus yang seedang be erjalan”. 

3. Moede ern Dictioenary foer the e Le egal Proefe essioenal yang me erupakan se ebuah 

kamus hukum yang digunakan oeleeh praktisi hukum di Ameerika Se erikat, juga 

                                                     
18

 Bryan A.Garner, 2004, Black’s Law Dictionary 8th Edition, USA, Thomas West, hlm.263 
19

Defenisi amicus curiae dari Merriam Webster Dictionary diambil dari 

https://www.merriamwebster.com/dictionary/amicus%20curiae diakses pada tanggal 20 November 

2023 pukul 15.30 WIB 
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meembe erikan deefeenisi dari pada Amicus Curiae e. Bahwa yang dimaksud 

de engan Amicus Curiae e (frie end oef coeurt) adalah “individuals oer groeup, who e 

are e noet partiees toe litigatioen, but whoe aree neeveerthe eleess pe ermitte ed toe pre eseent 

theeir vieews oen thee issue es invoelveed in a peending casee toe thee coeurt in writteen 

brie efs oer via oeral pre ese entatioen”
20

. Yang artinya “se ese eoerang atau seeke eloempoek 

oerang, yang tidak beertindak seebagai para pihak dalam peersidangan, namun 

dipeerboele ehkan untuk meenyampaikan pandangan meere eka teerhadap isu yang 

ada di dalam seebuah peerkara keepada peengadilan baik dalam beentuk teertulis 

ataupun meelalui preese entasi oemoengan langsung”. 

4. Kamus hukum Law Le exicoen juga meemiliki peenge ertian meenge enai Amicus 

Curiae e yaitu “oene e, whoe voelunteeeesrs oer oen invitatioen oef thee coeurt, instructs 

thee coeurt oen a matteer oef law coenceerning which thee latteer is doeubtful oer 

mistakeen, oer infoerm him oen facts, a knoewleedge e oef which is neeceessary toe a 

proepe er dispoesitioen oef thee casee”
21

. Yang berarti “seeseeoerang, me engajukan diri 

atau diundang oele eh peengadilan, untuk me embeeritahukan peengadilan peerihal 

hukum yang diragukan atau salah diteerapkan oeleeh pe engadilan, atau untuk 

meembe eritahu teentang fakta, peenge etahuan yang pe enting dalam peenye ele esaian 

pe erkara”. 

3. Ciri-Ciri Amicus Curiae  

 Me engacu  pada be erbagai pe enge ertian Amicus Curiae e yang be erasal dari 

be erbagai sumbeer, mulai dari kamus hukum, maka dapat dike etahui bahwa Amicus 

                                                     
20

Gerry W.Beyer dan Kenneth R. Redder, dalam Azman Rishad, 2018, “Peran Amicus 

Curiae Bagi Hakim Dalam menjatuhkan Putusan di Dalam Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia”, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, hlm.23. 
21

 P. Ramanatha Aiyar “The Encylopaedic Law Dictonary”, Tahun 2017 
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Curiae e itu meemiliki ciri-ciri seebagai beerikut:
22

 

1) Amicus Curiae e  itu me erupakan se eseeoerang, se ekumpulan o erang atau 

oerganisasi yang tidak me emiliki keepeentingan dan hubungan deengan para 

pihak dalam suatu peerkara; 

2) Se ese eoerang, se eke eloempoek oerang atau o erganisasi teerseebut meemiliki keeteertarikan 

dan beerke epeentingan teerhadap hasil putusan peengadilan yang me eme eriksa 

pe erkara yang diajukan Amicus Curiae e; 

3) Se ese eoerang, se eke eloempoek oerang atau o erganisasi e erseebut me embeerikan 

infoermasi/peendapat beerdasarkan ko empeeteensinya te entang masalah hukum 

atau fakta hukum atau hal lain yang te erkait kasus ke epeengadilan; 

4) Tujuan dibeerikannya info ermasi peendapat o eleeh Amicus Curiae e adalah untuk 

meembantu peengadilan dalam meeme eriksa dan meemutus peerkara; 

5) Amicus Curiae e dilakukan seecara sukareela dan prakarsa seendiri atau kareena 

pe engadilan meemintanya; 

6) Amicus Curiae e  dibeerikan dalam beentuk pe endapat hukum (Leegal Oepinioen), 

atau meembe erikan keete erangan di peersidangan, atau meelalui karya ilmiah; 

4. Pengertian Sistem Peradilan Pidana 

Siste em peeradilan meerupakan sisteem peenanganan se ebuh pe erkara yang mana 

pe erkara teerseebut ada pihak yang me erasa dirugikan atau seejak adanya sangkaan 

se ese eoerang te elah meelakukan peerbuatan pidana seehingga pe elaksanaan putusan 

hakim. Khusus bagi siste em peeradilan pidana, seebagai suatu jaringan, siste em 

pe eradilan pidana diajadikan se ebagai suatu siste em yang me enjalankan hukum pidana 

se ebagai sarana utama, dan dalam hal ini yaitu hukum pidana mateeril, hukum 

                                                     
22

Siti Aminah, “Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief”The 

Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2014 
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pidana foermil dan hukum peelaksanaan pidana.
23

 

Siteem Pe eradilan Pidana (SPP)  pada umumnya me eneempatkan peeran hakim 

dihadapkan deengan para tuntutan peeme enuhan keepeentingan umum (publik) dan 

pe emeenuhan nasib seese eoerang. Oele eh kareena itu, seetiap peerbuatan pidana akan 

meenimbulkan dampak tugas dan we ewe enang para aparat peeneegak hukum untuk 

meengungkap siapa pe elaku se ebeenarnya (actoer inte eleektual) dari peerbuatan pidana 

teerseebut. 

Untuk meendapatkan gambaran teentang siste em peeradilan pidana atau criminal 

justicee systeem, ada beebeerapa peenge ertian siste em peeradilan pidana dari para ahli 

pidana, seebagai beerikut: 

1) Muladi peenge ertian sisteem harus dilihat dalam koente eks, baik seebagai 

se ee erangkat eele emeen yang se ecara teerpadu beeke erja untuk meencapai suatu tujuan 

dan se ebagai gagasan yang me erupakan susunan yang te eratur satu sama lain 

saling ke eteergantungan.
24

 

2) Ramigtoen dan Oehlin seebagaimana yang dikutip oele eh Roemli Atmasismita 

dapat diartikan seebagai me ekanismee administrasi peeradilan pidana atas hasil 

inteeraksi antara peeraturan peerundang undangan, prkatik, administrasi dan 

sikap atau tingkah laku soesial. 
25

 

Be erbagai pandangan me enge enai siste em pe eradilan pidana diatas me emiliki 

kriteeria yang be erbeeda beeda teergantung sudut pandang yang be erbeeda darimana para 

ahli meemandang dan peengaruh dari sisteem peeradilan pidana seerta teergantung pula 

                                                     
23

Yesmil Anwar dan Adang, System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan 

Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia), Widya Padjajaran, Bandung, 2009. 
24

Muladi,”Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 

Tahun 1995. 
25

Ramigton dan Ohlin dalam kutipan Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana 

Kontemporer,Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 2. 
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teerhadap dimeensai yang dipandang dalam siste em peeradilan pidana. 

5. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia  

Undang-Undang Noemoer 8 Tahun 1981 Teentang Hukum Acara Pidana  

meenjadikan sisteem peeradilan pidana di Indo ene esia meenganut siste em Akusato er 

de engan te erpeengaruh Duee Proece ess Moede el
26

. yang dimaksud de engan siste em 

Akusatoer yaitu pe embuktian peerkara pidana yang me engarah pada peembuktian untuk 

meeme enuhi hukum foermil dan hukum mateeril pidana. 

Koempoene en siste em pe eradilan pidana di Indo ene esia di se esuai deengan 

lingkungan, le embaga dan pe eneegakan hukum pidana yang dapat dite erima di  

masyarakat, beerikut uraiannya:
27

 

1. Ke epoelisian 

Dalam sisteem peeradilan pidana, keepoelisian meerupakan “pintu ge erbang” bagi 

para peencari keeadilan. Ke epoelisian  seebagai salah satu koempoene en yang langsung 

de engan pe erkara tindak pidana yang te erjadi di masyarakat. Undang-Undang Noemo er 

2 Tahun 2002 Teentang Ke epoelisian Ne egara Re epublik Indoene esia me embeerikan 

de efeenisi ke epoelisian seebagai hal yang be erkaitan deengan fungsi dan le embaga, 

khususnya yang diambannya pada tahap praajudikasi, ajudikasi dan pumajudikasi. 

2. Pe engadilan 

Pe engadilan adalah peelaksanaan atau pe eneerapan hukum teerhadap suatu 

pe erkara.Undang-Undang Noemoer 14 Tahun 2004 Teentang Ke ekuasaan 

Ke ehakiman.Hakim meemiliki keedudukan dan peeranan yang sangat pe enting dalam 

meene egakkan ne egara hukum. Tugas pe engadilan meene erima, meemeeriksa, meengadili 

                                                     
26

Romli Atmasasmita dalam kutipan Trisno Raharjo, Mediasi Pidana Dalam Sistem  

Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia 
27

 Rusli Muhammad.”Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Yogyakarta, UII Press, hlm. 

14-33, Tahun 2011. 
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dan meenye ele esaikan peerkara yang diajukan ke epadanya. 

3. Advoekat 

Advoekat adalah o erang yang be erproefe esi meembe eri jasa huku, baik didalam 

maupun diluar peengadilan yang me eme enuhi pe ersyaratan beerdasarkan keete entuan 

Undang-Undang. Jasa Hukum adalah jasa yang dibe erikan advoekat beerupa 

meembe erikan koensultasi hukum, bantuan hukum, me enjalankan kuasa dan 

meendampingi se erta meengajukan pe embuktian. De engan alasan yang de emikian maka 

tidak salah pula jika dikatakan ke edudukan advoekat adalah seebagai pe embeela. 

De engan dike eluarkannya Undang-Undang Noemoer 18 tahun 2003, maka jeelas poesisi 

advoekat, meere eka teelah meemiliki status teercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang 

Noemoer 18 Tahun 2003 yang me enye ebutkan “Advoekat beerstatus se ebagai peene egak 

hukum,be ebas dan mandiri yang dijamin oeleeh hukuum  dan  pe eraturan pe erundang-

undangan”
28

. 

Keterpaduan dari empat instansi merupakan ranah administratif yang berdiri 

sendir-sendiri. Sebab Kepolisian sebagai organ pemerintah yang setingkat dengan 

kementerian atau instansi pemerintah non-Kemeterian di bawah Presiden. 

Sedangkan Kejaksaan mempunyai puncak kekuasaan pada Kejaksaan Agung, 

dimana Kejaksaan Agung  merupakan organ pemerintah yang beradah di bawah 

presiden dan merupakan Lembaga non-kemeterian. Dan Pegadilan masing-masing 

berdiri sendiri secara fungsional tetapi diarahkan oleh Mahkamah Agung. Serta 

Advokat atau Lembaga Pemasyarakatan yang berada dibawah Kemeterian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia.
29

 

 

                                                     
28

 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 
29

 Mardjono Reksodiputro, “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana” (Kumpulan 

Karangan Buku Kedua), Jakarta, Universitas Indonesia,199. Hlm.141 
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6. Unsur dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana  

Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana terdapat 3 (tiga) unsur besar, 

yaitu: 

a. Unsur Primer 

Unsur Primer, yang dalam pandangan akademis pada tingkat Penal Policy 

adalah Pembetuk Undang-Undang, yaitu Presiden Bersama DPR, 

Penyusunan unsur primer ini didasarkan kepada pandangan bahwa 

bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, sangat bergantung dengan bagaimana 

suatu negara meerapkan system hukum yang valid. Oleh karena itu, 

pembetukan peraturan perundang-undangan mengenai sitem peradilan 

pidana, sangat bergantung bagaimana Pembentuk Undang-Undang 

megimplementasikan politik hukum Indonesia ke dalam sebuah rancangan 

peraturangn perundang-undangan
30

. 

b. Unsur Sekunder (Sub Sistem) 

Unsur Sekunder ini lebih dimesl dalam berbagai literatur megenai Sistem 

Peradilan Pidana degan istilah “sub-sistem”, secara umum, pada dasarnya 

institusi yang di golongkan ke dalam unsur kedua ini yaitu
31

: 

1) Kepolisian; 

2) Kejaksaan; 

3) Pengadilan; dan 

4) Lembaga Pemasyaraktan/ Advokat 

Jika kita memperhatikan perkembangan perjalanan institusi-institusi 

                                                     
30

Joko Sriwidodo, “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Yogyakarta 

hlm.105 Tahun 2020. 
31

 Ibid, hlm. 106. 
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aparatur penegak hukum, telah terjadi pegembangan guna memenuhi kebutuhan 

praktek akan penegakan hukum yang efektif dan efesien. Dimana, di dalam ranah 

peyelidikan telah dikembangkan satuLembaga sejenis, yaitu Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan adanya penambahan baik dari peran profesi 

yaitu Advokat adapula pendekatan kini dengan hak warga negara dapat membantu 

keberhasilan suatu Sistem Peradilan Pidana. 

c. Unsur Tertier (supporting system) 

Unsur tertier ini bisa di ilustrasikan sebagai Lembaga yang mendukung 

untuk mendapatkan informasi tambahan guna kepentingan peyelidikan serta 

memiliki peranan peting yang cukup strategis bagi proses penegakan Sistem 

Peradilan Pidana seperti Bea Cukai, OJK, Interpol dan Lembaga lainnya 

yang berhubungan dengan cakupan data pendukung.
32

 

7. Tujuan Sistem Peradilan Pidana 

Siste em peeradilan pidana meemiliki tujuan khas seehingga meence erminkan 

karakteer seendiri dari sisteem peeradilan pidana itu seendiri Meenurut Mardjoenoe 

Re eksoedipuro,
33

 tujuan dari peembeentukan siste em peeradilan pidana meerupakan 

upaya pe enanggulangan dan pe enge endalian ke ejahatan yang te erjadi di masyarakat 

ada beebe erapa tujuan sisteem pe eradilan pidana se ebagai beerikut: 

1) Me enceegah masyarakat meenjadi koerban ke ejahatan; 

2) Me encapai peene egakan hukum yang se esuai tingkat lingkungan masyarakat 

dan; 

3) Me encapai Peene ege ekan Hukum yang be erke eadilan seesuai deengan ke einginan dan 

                                                     
32

Ibid, hlm 107-108 

 
33

 Mardjono Reksodipoetro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran HukumMelawan  

Kejahatan”, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, hlm. 84-85. 
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yang dibutuhkan o eleeh Publik. 

8.  Model Sistem Peradilan Pidana  

 Ada be ebe erapa moede el sisteem pe eradilan pidana yang digunakan di dalam 

siste em hukum baik coemmoen law dan civil law yang ke eduanya tidak meenye ebutkan 

meenge enai apa keenye etannya dan apa yang se eharusnya. Ke edua moede el ini tidak bisa 

dikatakan seebagai po elarisasi dalam sisteem pe eradilan pidana teetapi seebagai be entuk 

pe erkeembangan yang ada se ebagai be erikut: 

a. Crime e Coentroel Moedeel 

Crime e Coentroel Moedeel (CCM) meelihat bahwasanya suatu tindakan atau 

pe erilaku criminal haruslah ditindak dan pro ese es pe eradilan pidana meerupakan 

suatu jaminan poesitif bagi ke eteertiban umum, yang pada ke esimpulannya 

siste em Crimee Coentroel Moede el meemandang pe erhatian peenuh teerhadap 

e efeesie ensi teerhadap meenindak suatu keejahatan
34

. Oeleeh kareena itu, seebuah 

siste em dalam pandangan moede el CCM proese es tidak boeleeh diganggu de engan 

se ede ereetan pihak untuk meempeerkeecil peerlawanan yang pada akhirnya dalam 

siste em ini dikeenal deengan nama Preeaumptioen Oef Quilt (praduga be ersalah)
35

. 

Doektrin ini meene ekankan peentingnya pe ene egasan e eksiste ensi keekuasaan dan 

pe enggunaan keekuasaan teerhadap tindak kriminal walaupun ke epoelisian, jaksa, 

dan hakim harus seemaksimal mungkin me eskipun harus meelanggar hak asasi 

manusia. 

b. Duee Proeceess Moede el 

Duee Proeceess Moedeel meerupakan sisteem keebalikan daripada CCM yakni 

siste em ini meembatasi keewe enangan te erhadap para peelaku atau tindaan 

                                                     
34

 Muladi dan Barda Narari Arif, Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, PT.Alumni, 2005. 
35

 M.Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & 

Implemetasinya ,Jakarta,2003. 
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kriminal, yaitu dibatasi de engan hak asasi manusia le ebih meene ekankan keepada 

pe enye ele esaiaan tindakan kriminal de engan me enge ede epankan proese es 

pe enye ele esaian peerkara seesuai deengan proese edur hukum se ehingga, dalam sisteem 

moedeel Duee Proece ess Moede el tidak meelihat eefe esie ensi teerhadap sisteem itu 

se endiri. Deengn adanya pe embatasan keekuasaan dalam sisteem ini, poelisi, jaksa, 

dan hakim dalam meemutuskan peerkara harus pula meelihat peelaku kriminal 

agar tidak meelanggar hak asasi manusia.
36

 

c. Family Moede el 

 Family moedeel adalah meerupakan kritik teerhadap keedua moede el se ebeelumnya, 

Joehn Grifitthst seeoerang guru be esar dari Yalee Unive ersity di Califoernia yang 

meempe eroeleeh moedeel ini meengatakan :  

“Ke edua moedeel yang dikeemukakan oele eh Packeer apapun peembaharuannya 

 teetap beerada dalam rangka peemikiran suatu moedeel yang diseebut deengan 

syste em Adveersary atau Battlee moedeel“.  

 
Battlee Moede el (moede el peerlawanan) meembe erikan gambaran pada kita bahwa 

proese es kriminal meerupakan suatu peerjuangan atau meerupakan suatu peepeerangan 

yang le ekas-le ekas antara dua pihak yang be erke epeentingan satu sama lain beerlawanan 

yaitu antara individu khususnya pe elaku tindak pidana deengan Ne egara. 

Joehn Grifith meenggambarkan Criminal Justicee Systeem yang be erlaku di 

Ame erika se ebagai suatu due el yaitu antara teerdakwa de engan Ne egara dan pe engacara 

atau teerdakwa dapat dibuktikan keesalahan, saksi dari dipidana maka pihak 

pe engacara didalam peepeerangan dan teelah dianggap kalah atau teelah meenye esal. 

Pada waktu poelisi meelakukan peenangkapan dan meembe erikan peeringatan /warning 

bahwa dia (teersangka) dibantu oeleeh peengacara seebe enarnya disitu sudah dimulai 

                                                     
36

 Effendi Mukthar, Implementasi Tentang Teori Pemidanaan, Program Magister Pasca 

Sarjana UII, Yogyakarta, 2008. 
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pe eringatan peerang oeleeh ne egara dan Rule Oef Law dari peepeerangan itu dalam beentuk 

hukum acara pidana.
37

 Pada hakeekatnya dapat dijadikan sarana untuk meengatur 

taktik-taktik peepe erangan se edangkan fungsi hakim adalah untuk meele ekat/pasif 

apakah peepeerangan itu dilakukan seesuai aturan peermainan. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jeenis peeneelitian ini adalah peeneelitian yuridis noermatif. Peeneelitian Yuridis 

Noermatif adalah suatu peeneelitian yang dilakukan teerhadap kajian peerundang-

undangan yang beerkaitan meengeenai Keedudukan Amicus Curiae e dalam Sisteem 

Peeradilan Pidana di Indoeneesia
38

. Peeneelitian hukum noermatif adalah peeneelitian 

hukum yang meengkaji hukum teertulis dari aspeek teeoeri, seejarah, filoesoefi, 

peerbandingan, peenjeelasan umum dari pasal deemi pasal, foermalitas dan keekuatan 

meengikat suatu undang-undang teetapi tidak meengikat aspeek teerapan atau 

impleemeentasinya
39

. Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan meggunakan 

pendekatan secara perundang-undangan untuk menelaah semua undang-undang 

dan regulasi serta konsep yang berkaitan dengan dibukanya mekanisme 

Kedudukan Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat Peeneelitian ini adalah peeneelitian deeskriptif analisis. Peeneelitian deeskriptif 

analisis yaitu peeneelitian yang meenggambarkan oebjeek meeneerangkan dan 

meenjeelaskan seebuah peeristiwa deengan maksud untuk meengetahui keeadaan oebjeek 

                                                     
37

 Romlii Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan 

Abolisionisme )PT. Bina Cipta,  Bandung, 1996. 
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Bambang Surgono,” Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2005. 

 39
Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”,(Bandung:PT.Citra Aditya 

Bakti), hlm.52, Tahun 2004. 
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yang diteeliti. Peenilitian deeskriptif dimaksud untuk meembeerikan data yang seeteeliti 

mungkin teentang manusia, keeadaan atau geejala-geejala lainnya. 

3. Bentuk Penelitian 

Adapun dari seegi beentuknya ini dapat digoellloengkan kee dalam beentuk 

peeneelitian deeskriptif yakni peeneelitian yang meenggambarkan suatu feenoemeena 

hukum, seecara koempleeks beerdasarkan analisis teerhadap peermasalahan teerseebut. 

4. Sumber Data 

Sumbeer data yang digunakan dalam meelakukan peeneelitian yuridis noermatif 

ini adalah beersumbeer dari data seekundeer yang meenggunakan bahan hukum 

beerupa, bahan hukum primeer, bahan hukum seekundeer dan bahan hukum teersieer. 

Seelanjutnya dijabarkan sumbeer data yang akan digunakan dalam meelakukan 

peeneelitian ini teerdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primeer adalah bahan hukum yang beersifat autoeriatif artinya 

meempunyai oetoeritas, bahan-bahan hukum primeer teerdiri dari peerundang- 

undangan, catatan-catatan reesmi atau risalah dalam peembuatan undang-

undang yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-

Undang Noemoer 4 Tahun 2009 Teentang Keekuasaan Keehakiman. 

2) Bahan Hukum Seekundeer adalah bahan hukum yang teerdiri dari buku-buku, 

karya tulis ilmiah, jurnal, dan tulisan tulisan hukum yang meemiliki 

hubungan deengan peermasalahan yang diteeliti. 

3) Bahan Hukum Teersieer adalah bahan hukum yang meembeerikan 

infoermasi.  
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5. Alat Pengumpulan Data 

Alat pe engumpulan data dalam pe eneelitian ini adalah de engan studi pustaka/ 

studi doekume entasi dan meenganalisis data seerta peeraturan peerundang-undangan 

yang ada studi keepustakaan (study reese earch) dilakukan deengan 2 cara yaitu: 

pe enjeelasan teerhadap bahan hukum primeer dan se ekunde er yaitu kamus, surat kabar, 

atau jurnal, inteerneet se erta infoermasi lain yang me endukung peene elitian.  

6. Analisis Data 

Analisis data adalah meerupakan tahap yang paling peenting dan meeneentukan 

dalam peenulisan akhir. Meelalui proesees peeneelitian ini diadakan analisa dan koeneeksi 

teerhadap data yang teelah dikumpulkan dan dioelah. Analisis data meerupakan 

keegiatan yang meemfoekuskan, meengabstraksikan, meengoerganisasikan data seecara 

sisteematis dan rasioenal untuk meembeerikan bahan jawaban teerhadap peermasalahan. 

Bahan hukum (data) hasil pengeloelaan dianalisis dengan menggunakan metoede 

analisis seecara deeskriptif, yaitu analisis data  yang tidak menggunakan angka 

melainkan meemberikan gambaran-gambaran (deeskriptif) dengan kata-kata atas 

teemuan temuan dan karenanya telah mengutamakan mutu/kualitas dari data.
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